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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dan akibat hukum setelah adanya putusan Hakim atas 
penyelesaian sengketa pengosongan rumah yang ditempati oleh orang lain secara 
melawan hukum serta proses pengosongan rumah yang ditempati oleh orang lain 
secara melawan hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif 
yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dan data primer yakni wawancara dan 
data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti tertulis 
maupun saksi ternyata tidak ada yang dapat memperkuat jawaban dari Tergugat, 
sehingga dalam hal ini penempatan Tergugat pada objek sengketa merupakan 
perbuatan melawan hukum. Setelah dibacakannya Putusan Nomor: 
277/Pdt.G/2014/PN.Skt tentang sengketa pengosongan rumah akan timbul akibat-
akibat hukum atas obyek sengketa tersebut, dimana Tergugat dihukum untuk 
mengosongkan obyek tanah sengketa dan pergi meninggalkan tanah sengketa 
tersebut. Selanjutnya tanah obyek sengketa kembali dikuasai dan menjadi hak 
Penggugat dan apabila dalam pelaksanaan isi putusan tersebut pihak yang 
dinyatakan kalah, tidak mau segera melaksanakan secara sukarela maka pihak 
yang menang dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) melalui Pengadilan. 
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Abstract 
This study aims to determine the judges' consideration in deciding the judgments 
and legal consequences after the Judge's decision on the settlement of discharge 
disputes of houses occupied by others unlawfully and the process of emptying 
houses occupied by others unlawfully. The research method using descriptive 
normative juridical method. Sources of data consists of primary data ie interviews 
and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of 
data collection through literature study and field study (interview), then the data 
were analyzed qualitatively. The result of the research concludes that the judge's 
judgment in deciding on the basis of written and witness evidence is nothing to 
reinforce the Defendant's answer, so in this case the placement of the Defendant 
on the object of the dispute is against the law. Upon the read of Decision Number 
277/Pdt.G/2014/PN.Skt regarding the discharge dispute there will be legal 
consequences to the object of the dispute, in which the Defendant is punished to 
vacate the disputed land object and to leave the disputed land. Furthermore, the 
land of the disputed object is controlled and becomes the rights of the Plaintiff and 
if in the execution of the contents of the verdict the defeated party does not want 
to immediately voluntarily implement the winning party to apply for the forced 
(execution) proceedings through the Court. 
 




Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai 
kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan manusia dari tingkat 
kepentingan terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan 
Primer yakni kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, rumah atau papan 
merupakan salah satu contoh kebutuhan manusia yang pokok atau yang harus 
dipenuhi karena fungsi rumah yang utama untuk bertahan diri. Rumah merupakan 
tempat untuk membangun dan membina keluarga, salah satu dari tiga kebutuhan 
dasar manusia yang paling penting. Dibanding dua kebutuhan pokok lainnya, 




Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau 
bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (hujan, sinar matahari, dll), serta 
merupakan tempat untuk beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan 
sehari- hari.  Ditinjau dari segi psikologis rumah berarti suatu tempat untuk 
tinggal dan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, yang tentram, damai, 
menyenangkan bagi penghuninya.
2
 Salah satu cara untuk dapat memiliki sebuah 
rumah yaitu dengan melakukan transaksi jual beli rumah. 
Pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 
untuk membayar harga yang telah dijanjikan, demikianlah pengertian jual beli 
yang telah dirumuskan dalam Pasal 1457 KUHPerdata.
3
 Berdasarkan pada 
rumusan tersebut dapat kita lihat bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk 
perjanjian yang melahirkan kewajiban untuk memberikan sesuatu. 
Namun tidak semua orang memiliki nasib yang baik, dapat membeli 
rumah dengan mudah. Banyak yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga 
seseorang hanya bisa mendapatkan rumah/tempat tinggal dengan cara 
menyewa/mengontrak rumah milik orang lain.
4
 Namun seringkali terjadi 
                                                 
1
Hana Setia Manarwati, 2008, Skripsi: Eksekusi Pengosongan Rumah di Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta, FH UMS, Hal 1. 
2
Pengertian, Fungsi dan Syarat-Syarat Rumah Tinggal Yang Sederhana, diakses dari 
http://rizkikhaharudinakbar.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-rumah-fungsi-dan-syarat.html, 
pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, Pukul 07.35 WIB. 
3
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, Hal 7. 
4
Wirahadi Prasetyono, 2013, Cara Mudah Mengurus Surat Tanah Dan Rumah, Jogjakarta: 
Flashbook, Hal 159. 
3 
 
seseorang pada saat menyewa/mengontrak rumah tidak memperhatikan asal-usul 
dari rumah tersebut. Dalam hal ini apakah rumah yang disewa tersebut merupakan 
rumah sengketa atau tidak. 
Sebagaimana kasus dalam putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PN.Skt 
diuraikan pada intinya bahwa Penggugat merupakan pemilik baru rumah obyek 
sengketa yang didasarkan pada perjanjian jual beli, sehingga secara sah hak 
miliknya beralih menjadi milik Penggugat. Pada saat mau menempati ternyata 
rumah masih dihuni oleh Pihak Tergugat yang mengaku sebagai penyewa rumah 
tersebut. Walaupun Penggugat sudah berulang kali membicarakan secara baik-
baik serta memberikan peringatan kepada pihak Tergugat namun tetap saja pihak 
Tergugat tidak mau pergi dan mengosongkan rumah tersebut. Pada akhirnya 
Penggugat mengajukan gugatan pengosongan rumah di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
Pengertian pengosongan rumah adalah suatu usaha/upaya paksa yang 
dilakukan oleh pemilik rumah yang sah untuk mengosongkan rumah yang sedang 
ditempati oleh orang lain secara melawan hukum dan tanpa memiliki alas hukum 
yang sah, dimana dalam proses pengosongan rumah tersebut bisa juga dengan 
bantuan alat kelengkapan Negara. 
Apabila pihak pemilik rumah sudah memberikan teguran atau peringatan 
secara baik-baik kepada orang yang menempati untuk segera mengosongkan 
rumah namun tidak segera mengosongkan rumah, dengan demikian pemilik 
rumah berhak untuk mengajukan gugatan atas pengosongan rumah ke Pengadilan 
Negeri setempat agar rumah yang menjadi hak pemilik rumah tersebut 
mendapatkan rumahnya kembali. Setelah sengketa di putus oleh Pengadilan 
Negeri setempat dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, 
akan tetapi dengan adanya putusan tersebut pihak yang menempati rumah tersebut 
(Tergugat) belum mau melaksanakan isi putusan. Maka dalam hal ini pihak 
pemilik rumah (Penggugat) dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) 
pengosongan rumah tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi ke 
Pengadilan Negeri setempat. 
Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menempati rumah bukan 
haknya merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan 
bagi pihak pemilik rumah sah tersebut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang 
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membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. 
Dalam KUHPerdata pada Pasal 574 telah dijelaskan bahwa “Pemilik 
barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya 
mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”. Apabila ternyata 
orang yang menempati rumah tersebut tidak bersedia untuk meninggalkan/ 
mengosongkan rumah secara sukarela, maka pihak pemilik sah atas rumah obyek 
sengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan mengajukan tuntutan 
hak berupa pengajuan gugatan pengosongan rumah ke Pengadilan Negeri 
setempat, guna memperjuangkan harta benda miliknya. 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis berminat 
untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan putusan atas penyelesaian sengketa pengosongan 
rumah yang ditempati oleh orang lain secara melawan hukum, untuk mengetahui 
akibat hukum setelah adanya putusan Hakim atas penyelesaian sengketa 
pengosongan rumah yang ditempati oleh orang lain secara melawan hukum, dan 
untuk mengetahui proses pengosongan rumah yang ditempati oleh orang lain 
secara melawan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu pengetahuan, dan untuk masyarakat 
secara umum, yaitu sebagai berikut: (1) Manfaat Bagi Pribadi Penulis. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan 
wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan 
baik mengenai proses penyelesaian sengketa pengosongan rumah yang ditempati 
oleh orang lain secara melawan hukum; (2) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum 
yang mengatur proses penyelesaian sengketa pengosongan rumah yang ditempati 
oleh orang lain secara melawan hukum; dan (3) Manfaat Bagi Masyarakat Umum. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan 
wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan 
informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh 
warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pengosongan rumah yang 
ditempati oleh orang lain secara melawan hukum sesuai dengan peraturan 




Metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan jenis 
penelitian deskriptif.
5
 Sumber data terdiri dan data sekunder yaitu data hukum 
primer, sekunder dan tersier dan data primer berupa wawancara. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi 
dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan metode analisis data 
yakni mengunakan metode kualitatif yang berupa peraturan, literatur yang 
berkaitan dikaitkan dengan pendapat responden di lapangan dianalisis secara 
kualitatif dan dicarikan pemecahannya, kemudian dapat disimpulkan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pembuktian Pemeriksaan Sengketa Penempatan Rumah Secara Melawan 
Hukum 
Beban pembuktian adalah kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan 
fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan. Dimana yang harus dibuktikan 
di sini adalah fakta-fakta yang dikemukakan untuk menyakinkan hakim bahwa 
fakta-fakta tersebut adalah benar adanya.
6
 Mengenai beban pembuktian adalah 
masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan 
hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan 
jalan mengajukan alat-alat bukti. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri 
dari: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. 
Bahwa kewajiban pihak untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan mencakup 
2 (dua) hal, yaitu pertama menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk 
membuktikan fakta-fakta tertentu. Kedua, mengungkapkan fakta-fakta mana yang 
benar atau terbukti dengan yang tidak benar atau tidak terbukti dengan 
berpedoman pada standar pembuktian.
7
 
Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan 
jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan basil perk ara yang pembuktiannya 
itu hams dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-
alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan 
kondisi dari perkara) yang akan menentukan pihak mana yang harus 
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membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk 
mengambil putusan akhir. 
Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang 
mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, 
sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara 
tepat siapa yang hams dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.
8
 Pasal 
tersebut mengatur "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau 
mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah 
hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu". 
Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah 
masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian hams 
dilakukan dengan adil dan tidak sebelah, karena suatu pembagian beban 
pembuktian yang berat sebelah akan menjerumuskan pihak yang menerima beban 
yang terlampau berat ke dalam suatu kekalahan. Dapat disimpulkan bahwa kedua 
pihak yaitu baik penggugat maupun tergugat yang hams membuktikan. Dalam 
proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib membuktikan adalah kedua 
belah pihak, tetapi yang menilai pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. Beliau mengatakan 
bahwa sebagaimana sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum 
acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat 
dia yang punya kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya 
gugatan itu tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun 
saksi.
9
 Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1631-RR/283 RBg. 
Yang menyatakan bahwa "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau 
mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah 
hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu". 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta yaitu. Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. Beliau mengatakan 
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bahwa pada saat akan menjatuhkan putusan terhadap sengketa pengosongan 
rumah yang ditempati oleh orang lain secara melawan hukum, pertama-tama 
Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti alat bukti surat dan mendengarkan 
keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat, bahwa penggugat harus 
dapat membuktikan dalil gugatannya yakni mengenai penempatan rumah oleh 
tergugat tersebut tanpa alas hak, dengan membuktikan bahwa tanah yang menjadi 
obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat. Kemudian sebagai bahan 
pertimbangan pula Tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti- 
. bukti untuk memperkuat jawaban atau bantahannya. Setelah Para pihak yang 
berperkara telah mengajukan bukti-buktinya kemudian Majelis Hakim yang 




Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
277/Pdt.G/2014/PN.Skt mengenai sengketa pengosongan rumah waris yang 
ditempati oleh orang lain secara melawan hukum dalam sidang pemeriksaan 
Majelis Hakim telah menentukan beban pembuktian. Dalam hal ini Penggugat 
selaku pihak yang mengajukan suatu peristiwa yang didalilkan dalam surat 
gugatannya, maka ia yang diberikan kesempatan pertama diwajibkan untuk 
membuktikan peristiwa yang didalilkan tersebut. Maka untuk menguatkan dan 
membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti baik 
berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi. 
Dengan demikian, Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para 
Tergugat yang diajukan dalam persidangan, baik berupa bukti tulisan maupun 
bukti saksi. Maka dapat diambil Kesimpulan pembuktian Tergugat yaitu sebagai 
berikut: (1) Berdasarkan bukti tertulis Tl-T4 yang diajukan oleh Tergugat, 
hanyalah bukti T2 yang berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa, yang 
menunjukkan bahwa Tergugat benar menyewa rumah objek sengketa tersebut 
secara sah. Akan tetapi bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan yang berarti 
untuk menyanggah gugatan penggugat. Karena dalam pembuktiannya Penggugat 
bisa membuktikan bukti kepemilikan tanah objek sengketa tersebut secara sah 
yang didasarkan adanya peralihan hak melalui jual beli; dan (2) Bahwa 
berdasarkan bukti tertulis maupun saksi ternyata tidak ada yang dapat 
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memperkuat jawaban dari Tergugat. Sehingga dalam hal ini penempatan Tergugat 
pada objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum. 
3.2 Putusan Atas Penyelesaian Sengketa Penempatan Rumah Secara 
Melawan Hukum 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. Beliau mengatakan 
bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara telah selesai, maka sebelum 
menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk 
merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana nantinya 
pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan 
atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut. 
Pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang 
akan dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim. Pertimbangan dari putusan sampai 
mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat 
dalam suatu putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg, dan pasal 24 UU No.48 Tahun 
2009). Dari pasal tersebut, putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan 
jawaban, alasan dasar dari putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok 
perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya Para pihak pada waktu putusan 
diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan gugatan dan jawaban menurut pasal 184 
HIR dan pasal 195 RBg cukup dimuat dalam putusan.
11
 
Berdasarkan hasil analisis diatas dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa pada Putusan Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN.Ska pada pokoknya Penggugat 
dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukannya, yaitu bahwa benar 
Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa yang didasarkan 
pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 desa Karangasem luas 
510 m2 atas nama Pujiyanti yang diperoleh melalui jual beli. Selain itu bahwa 
penempatan Tergugat diatas tanah dan rumah obyek sengketa adalah tidak sah dan 
melawan hukum dimana Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tanpa 
adanya atas hak dasar kepemilikan yang sah. 
Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk 
dikabulkan sebagian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Darwan Prinst yang 
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menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang terbukti kebenarannya di 
muka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan/ 
permohonan terbukti seluruhnya, maka gugatan/permohonannya dikabulkan 
seluruhnya, akan tetapi apabila hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan 
sebagian pula sepanjang dapat dibuktian.
12
 
3.3 Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Penyelesaian Sengketa 
Penempatan Rumah Secara Melawan Hukum 
Menurut pendapat Subekti dan Retnowulan Sutantio, "menjalankan 
putusan pengadilan tidak lain melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni 
melaksanakan secara sukarela maupun secara paksa putusan Pengadilan dengan 




Apabila gugatan sengketa pengosongan rumah yang ditempati oleh orang 
lain secara melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat sudah diputus dan 
dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara serta putusannya telah 
berkekuatan hukum tetap. Maka dalam putusannya jelas tertulis menghukum 
Tergugat atau siapapun yang menempati tanah sengketa karena mendapat hak dari 
Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut. Dengan demikian, maka Tergugat 
hams segera melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Tetapi apabila 
Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka dalam hal ini 
pihak Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu I 
Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. Beliau menjelaskan 
dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada 
dasarnya akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Mengenai akibat hukum 
setelah adanya putusan sengketa pengosongan rumah milik ahli waris yang 
ditempati orang lain antara lain yaitu: Peroma, Para Tergugat dihukum untuk 
segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumah yang 
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tanggal 25 Juni 2017, Pukul 06.30 WIB.  
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dikuasai/ditempatinya tersebut. Kedua, tanah dan rumah obyek sengketa yang 
semula ditempati dan dikuasai oleh Tergugat maka akan dikembalikan kepada 
pihak Penggugat untuk dapat dikuasai yang berhak menempatinya berdasarkan 
pada bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah Satu Hakim Di Pengadilan 
Negeri Surakarta yakni Ibu Bahtra Yenni Warita, beliau mengatakan bahwa suatu 
perbuatan hukum tentunya juga akan memberikan suatu akibat hukum pula. 
Dalam hal ini penyelesaian sengketa pengosongan rumah milik ahli waris yang 
ditempati oleh orang lain menimbulkan akibat hukum setelah adanya putusan 
Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN.Skt yakni terhadap obyek sengketa yakni tanah 
Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 Desa Karangasem luas 510 m2 atas nama 
Pujiyanti. Setelah dibacakannya Putusan Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN.Skt tentang 
sengketa pengosongan rumah yang ditempati oleh orang lain secara melawan 
hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, maka akan timbul akibat-akibat 
hukum atas obyek sengketa tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa untuk akibat hukumnya yaitu:
15
 
Pertama, Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan pergi 
meninggalkan tanah sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 
1522 desa Karangasem luas 510 m2 atas nama Pujiyanti; 
Kedua, dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut maka tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 desa 
Karangasem luas 510 m2 atas nama Pujiyanti yang semula ditempati dan dikuasai 
oleh Tergugat maka dengan adanya putusan ini, hams kembali dikuasai dan 
menjadi hak Penggugat. 
Ketiga, apabila dalam pelaksanaan isi putusan tersebut pihak yang 
dinyatakan kalah tidak mau segera melaksanakan secara sukarela maka pihak 
yang menang dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) melalui Pengadilan. 
Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai akibat hukum setelah 
adanya putusan Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN. Skt penulis mengambil kesimpulan 
mengenai akibat hukum setelah adanya putusan yaitu: 
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Pertama, tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang 
didasarkan pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 desa 
Karangasem luas 510 m2 atas nama Pujiyanti (Penggugat) yang diperoleh melalui 
jual beli pada tahun 2009. Dengan demikian penempatan Tergugat diatas tanah 
sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum. 
Kedua, sebagai akibat hukum atas penempatan rumah tanpa alas hak yaitu 
Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan pergi untuk meninggalkan 
rumah yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 desa 
Karangasem luas 510 rn2 atas nama Pujiyanti. 
Ketiga, akibat hukum setelah adanya putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap terkait pengosongan rumah. Maka dalam hal ini pihak 
yang kalah harus secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut dengan segera 
mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa yang ditempati sebelumnya. 
Namun apabila pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan secara sukarela, 
maka pihak yang menang dapat memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri 
untuk melaksanakan upaya paksa (eksekusi). 
Menurut M. Yahya Harahap, pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan 
paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau 
memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia memenuhi 
putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan.
16
 
Adapun proses pelaksanaan (upaya paksa) eksekusi dimulai dengan 
pengajuan permohonan eksekusi dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi, 
dengan tahapan sebagai berikut: (1) Permohonan Eksekusi. Pernohon eksekusi 
mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan langsung ke Ketua  
Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotokopi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, meliputi putusan Pengadilan Negeri,    
dan/atau putusan Pengadilan Tinggi, dan/atau Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi   
adalah pihak yang dinyatakan “menang" dalam putusan, baik itu pribadi atau 
melalui kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus; (2) Pembayaran 
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Panjar. Permohonan eksekusi diajukan ke Kepaniteraan Perdata, dalam hal ini 
yang menerima permohonan eksekusi adalah Panitera Muda (Panmud) Perdata. 
Selanjutnya Pemohon membayar biaya panjar eksekusi sesuai dengan yang telah 
ditentukan, dan dibuatkan bukti setor. Dan pemohon eksekusi menyerahkan bukti 
penyetoran tersebut kepada petugas/kasir yang berada di bagian Kepaniteraan 
Perdata Pengadilan dan kasir tersebut selanjutnya mengeluarkan tanda bukti 
pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar); (3) Aanmaning 
(Teguran). Ketentuan Pasal 207 ayat (2) Rbg, menyebutkan bahwa 8 hari setelah 
aanmaning dilakukan, dan termohon eksekusi tidak mengindahkan teguran 
tersebut, maka sudah dapat dilaksanakan eksekusi; (4) Eksekusi. Setelah termohon 
eksekusi dipanggil secara patut temyata tidak hadir dengan alasan yang tidak 
dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam praktiknya biasanya dipanggil 1 kali 
lagi dan jika tidak hadir, maka Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan 
penetapan eksekusi terhitung sejak tergugat tidak memenuhi panggilan, dengan 
perintah berupa penetapan (beschikking) dan ditujukan kepada panitera atau juru 
sita untuk pelaksanaannya; (4) Pelaksanaan Eksekusi, yaitu: (a) Isi perintah, agar 
menjalankan eksekusi sesuai amar keputusan; (b) Eksekusi dilakukan oleh 
panitera/juru sita (109 R.Bg/pasal 197 HIR); (c) Dalam pelaksanaannya, 
panitera/juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi (210 R.Bg) atau pasal 197 ayat 
(6) HIR; (d) Eksekusi dilaksanakan ditempat objek/barang berada; (c) Membuat 
berita acara dengan ketentuan memuat: barang/jenis yang dieksekusi, letak/ukuran 
yang dieksekusi, hadir/tidak hadirnya tereksekusi, penegasan/pengawasan barang, 
penjelasan non bevinding bagi yang tak sesuai dengan amar putusan, penjelasan 
dapat/tidaknya dijalankan, hari/tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan, 
diserahkan kepada pemohon eksekusi, Berita acara ditanda tangani oleh Pejabat 
pelaksana eksekusi panitera/juru sita, dua saksi yang membantu pelaksanaan 
eksekusi, dan bila perlu melibatkan Kepala desallurah setempat atau camat dan 
Termohon eksekusi, Kepala desa/lurah atau camat dan termohon eksekusi secara 
yuridis formal tidak diwajibkan menanda tangani berita acara, namun untuk 
menghindari hal-hal yang mungkin timbul dibelakang hari sebaiknya keduanya 
harus diikutkan. Memberitahukan isi berita acara eksekusi 209 R.Bg/pasal 197 
ayat (5) HIR. Pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan copy 





Pertama, Pembuktian Pemeriksaan Sengketa Penempatan Rumah Secara 
Melawan Hukum. Berdasarkan gugatan dan jawaban gugatan yang didalilkan 
setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik 
berupa bukti tulisan maupun bukti saksi. Maka dapat diambil Kesimpulan 
Pembuktian yaitu sebagai berikut: (1) Benar berdasarkan keterangan saksi 
bernama SRI SUHARSIH, A.Ptnh. menyatakan bahwa telah terjadi peralihan hak 
menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/Laweyan/2009. 
Tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat oleh INA MEGAHWATI, SH. PPAT 
Kotamadya Surakarta menjadi atas nama NYONYA PUJIYANTI beralamat di J1. 
Kapten Tendean No. 30 Rt.002 Rw. 012 Kalurahan Nusukan Surakarta. Sehingga 
kepemilikan tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh melalui proses 
jual beli tersebut adalah sah secara hukum; (2) Benar berdasarkan bukti Surat P-1 
yang berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1522 atas nama Pemegang Hak 
Ny. Pujiyanti, telah secara jelas dan kuat membuktikan bahwa tanah obyek 
sengketa tersebut benar milik Penggugat. Karena sertifikat sebagai akta autentik 
memiliki kekuatan pembuktian sempurna; (3) Berdasarkan bukti tertulis T1-T4 
yang diajukan oleh Tergugat, hanyalah bukti T2 yang berupa Surat Perjanjian 
Sewa Menyewa, yang menunjukkan bahwa Tergugat benar menyewa rumah objek 
sengketa tersebut secara sah. Akan tetapi bukti tersebut tidak mempunyai 
kekuatan yang berarti untuk menyanggah gugatan penggugat. Karena dalam 
pembuktiannya Penggugat bisa membuktikan bukti kepemilikan tanah objek 
sengketa tersebut secara sah yang didasarkan adanya peralihan hak melalui jual 
beli; dan (4) Bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi ternyata tidak ada 
yang dapat memperkuat jawaban dari Tergugat. Sehingga dalam hal ini 
penempatan Tergugat pada objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum. 
Kedua, Putusan Atas Penyelesaian Sengketa Penempatan Rumah 
Secara Melawan Hukum. Dari berbagai pertimbangan, yang berhak atas tanah 
obyek sengketa adalah Penggugat. dan Tergugat dinyatakan tidak berhak atas 
tanah obyek sengketa. Bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah 
Penggugat, dan Tergugat tidak berhak menempati tanah obyek sengketa, maka 
Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun apabila 
Tergugat tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa maka Pengggugat dapat 
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minta hantuan keamanan untuk melaksanakan Putusan. Sehingga dengan 
demikian Petitum/tuntutan ke-4 Penggugat sangat berlasan untuk dikabulkan 
yakni Menghukum Tergugat maupun siapapun pihak yang menempati I menghuni 
tanah obyek sengketa tanpa ijin persetujuan dari Penggugat untuk mengosongkan 
tanah objek sengketa bila perlu dengan Alat Negara sejak putusan ini berkekuatan 
hukum tetap. 
Ketiga, Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Penyelesaian Sengketa 
Penempatan Rumah Secara Melawan Hukum. Setelah dibacakannya Putusan 
Nomor: 277/Pdt.G/2014/PN.Skt tentang sengketa pengosongan rumah yang 
ditempati oleh orang lain secara melawan hukum dan telah berkekuatan hukum 
tetap, maka akan timbul akibat-akibat hukum atas obyek sengketa tersebut. 
Berdasarkan pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk akibat hukumnya 
yaitu: (1) Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan pergi meninggalkan tanah 
sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1522 desa Karangasem 
luas 510 m2 atas nama Pujiyanti; (2) Dengan adanya putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap tersebut maka tanah obyek sengketa Sertifikat Hak 
Milik Nomor 1522 desa Karangasem luas 510 m2 atas nama Pujiyanti yang 
semula ditempati dan dikuasai oleh Tergugat maka dengan adanya putusan ini, 
hams kembali dikuasai dan menjadi hak Penggugat; dan (3) Apabila dalam 
pelaksanaan isi putusan tersebut pihak yang dinyatakan kalah tidak mau segera 
melaksanakan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan upaya 
paksa (eksekusi) melalui Pengadilan. 
4.2 Saran 
Pertama, untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan pengosongan 
rumah hams berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Karena dalam hal ini Penggugat yang mendalilkan/menyatakan sebagai pemilik 
sah atas tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa maka dalam pemeriksaan 
pembuktian di persidangan hams bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. 
Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan maka gugatan Penggugat akan 
dikabulkan. 
Kedua, untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan 
menyatakan bahwa tanah/rumah obyek sengketa sah miliknya maka hams 
didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam pemeriksaan pembuktian 
dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya. 
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Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan 
mengadili perkara gugatan pengosongan rumah milik ahli waris yang ditempati 
oleh orang lain, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara 
tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim dapat 
melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. 
Keempat, untuk masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu cermat 
dan berhati-hati sebelum membeli atau menyewa sebuah rumah milik orang lain. 
Pastikan terlebih dahulu status kepemilikan rumah tersebut, apakah benar sah 
miliknya sendiri atau masih dalam sengketa. Hal tersebut bertujuan agar tidak 
terjadi masalah di kemudian harinya. 
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